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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam BAB I sampai BAB 

IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan wali nasab berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 

Tahun 2007 di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya tidak sepenuhnya 

dapat dilaksanakan, dikarenakan pihak KUA mempunyai kebijakan 

tersendiri dalam pelaksanaannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan 

yang matang berkenaan dengan kriteria balig. 

2. Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 

2007 tentang batas usia wali nikah adalah menurut hukum Islam 

pelaksanaannya sesuai dengan pendapat ulama madzhab dan berdasarkan 

maslah}ah mursalah, dimana seseorang bisa menjadi wali nikah ketika 

sudah balig, sudah mengalami ih}tilam dan berusia minimal 15 tahun, maka 

jelaslah dalam hukum Islam sudah sah menjadi wali nasab dalam sebuah 

pernikahan. Sehingga, secara yuridis Peraturan Menteri Agama No. 11 

Tahun 2007 tersebut jika diterapkan dalam pelaksanaan perwalian dalam 

pernikahan semestinya tidak dapat diterapkan. Karena itu dalam Islam 

patokan utama syarat untuk wali nikah salah satunya adalah balig tanpa 

adanya penekanan usia minimal, karena usia balig-pun sangatlah relatif.  
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B. Saran  

Bagi pemerintah agar sebelum membuat sebuah aturan hukum atau 

perundang-undangan hendaknya memperhatikan madzhab yang berlaku di 

masyarakat, agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik 

oleh warga masyarakat Indonesia, meskipun hukum tidak harus tunduk dengan 

keinginan masyarakat. Dengan adanya sebuah aturan dalam Peraturan Menteri 

Agama No. 11 Tahun 1974 tersebut, setidaknya ada pegangan agar bisa lebih 

berhati-hati dan bisa untuk dijadikan rujukan atas kegiatan seputar 

pernikahan.  

Alangkah baiknya peraturan yang termuat dalam Peraturan Menteri 

Agama No. 11 Tahun 2007 dalam Pasal 18 yang memberikan keterangan 

tambahan batas usia wali “sekurang-kurangnya berusia 19 tahun” dihapuskan, 

agar meminimalisir kemad}aratan. 


